
 

 
BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROPINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR   5   TAHUN 2018 

T E N T A N G 

STANDAR BIAYA UMUM NAGARI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagari yang tercantum dalam 

kegiatan Pemerintahan Nagari, perlu disusun Standar 
Biaya Umum Nagari; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Biaya Umum Nagari; 

Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Proninsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3898); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4187); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  Daerah Tingkat 

II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 



 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan 
Nagari; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan 

Nagari di Kabupaten Padang Pariaman; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh 

Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang 
Pariaman; 

21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari; 

22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 
2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Nagari; 

23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 

2016 tentang Perjalanan Dinas; 

24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 

2016 tentang Standar Biaya Umum. 

 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA 

UMUM NAGARI  
 

BAB I 
  KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 



 

 

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah  

Kabupaten Padang Pariaman. 

3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Padang Pariaman. 

4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.  

5. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis.  

6. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. 

7. Pengelolaan Keuangan Nagariadalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Nagari. 

8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Nagari. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut 

APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. 

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.  

11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya 
disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Nagariyang membantu Wali 
Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari. 

12. Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan Nagari. 

13. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Nagari yang membidangi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan 

Nagari.  

14. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan 
perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran 

Pemerintah Nagari. 

15. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu 

tertentu untuk perhitungan biaya 

16. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas dari tempat 

kedudukan/Kantor  Wali Nagari ke tempat yang dituju dan kembali ke 
tempat kedudukan semula, melaksanakan tugas untuk kepentingan 
Pemerintah Nagari atas perintah pejabat yang berwenang. 

17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam 
wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan/atau perjalanan dinas ke 

OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang masih 
berada di Kota Pariaman. 



 

18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar daerah 

Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari perjalanan dinas luar 
daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi. 

19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah 
Surat Perintah untuk penugasan Wali Nagari/Pimpinan Badan 

Permusyawaratan Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, 
Perangkat Nagari dan/atau masyarakat untuk melaksanakan 

perjalanan kedinasan, yang merupakan persetujuan pelaksanaan 
perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan SPPD. 

20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dalam 
rangka perjalanan dinas bagi Wali Nagari/Pimpinan Badan 

Permusyawaratan Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, 
Perangkat Nagari dan/atau masyarakat. 

21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Nagari berada/domisili 
tempat tinggal. 

22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan 

dinas. 

BAB II 

  STANDAR BIAYA UMUM 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar dalam penetapan 
besaran belanja keuangan Pemerintah Nagari. 

Pasal 3 

(1) Standar biaya umum nagari digunakan untuk pengujian tingkat 
kewajaran usulan belanja Nagari dalam proses penyusunan dan 

pelaksanaan APBNagari. 

(2) Standar biaya umum nagari merupakan batas tertinggi dalam 

Penyusunan dan Pelaksanaan APBNagari pada setiap kegiatan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan melampirkan Surat Perintah 

Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 5 

(1) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan nagari tidak tercantum 
dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Nagari dapat 

menggunakan standar biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan 
Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Wali Nagari yang 

bersangkutan dan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-
undangan lainnya. 



 

(2) Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

merupakan bentuk pertanggungjawaban Wali Nagari atas penggunaan 
standar biaya lainnya. 

(3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

Hal-hal mengenai Standar Biaya Umum Nagari yang belum diatur dalam 
Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati . 

 

BAB III 

  KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Nagari dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Padang Pariaman. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
NOMOR  5    TAHUN 2018 

Ditetapkan di Parit Malintang 

pada tanggal    26 Januari      2018 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 
 

 
 

 

ALI MUKHNI 

Diundangkan di Parit Malintang 

pada tanggal    26 Januari  2018 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENPADANG PARIAMAN, 

 

 
 

 

JONPRIADI 


